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BAB 5  
 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan terhadap leverage, solvency, 
dan tax saving pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 
– 2018 serta pengujian analisis tambahan, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan 
yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 menyebabkan adanya perbedaan 
pada leverage perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan yang 
diproksikan melalui DER. Hal ini sebagai akibat dari adanya penurunan jumlah 
utang/liabilitas, dimana perusahaan dalam setiap tahunnya cenderung lebih 
memilih menggunakan instrument modal dalam mendanai aktivitas 
operasionalnya dibandingkan dengan penggunaan instrument utang sehingga 
rasio DER perusahaan mengalami penurunan. Meskipun sebelum peraturan 
tersebut diberlakukan perusahaan cenderung lebih memilih menggunakan 
modal atau ekuitas, namun setelah adanya pemberlakuan tersebut perusahaan 
justru semakin memilih menekan penggunaan utang sebagai sarana untuk 
mencukupi kebutuhan operasionalnya karena hal itulah terdapat perbedaan 
pada nilai rata-rata DER perusahaan. Hal ini sesuai dengan tujuan dari adanya 
pemberlakuan PMK nomor 169 sebagai thin capitalization rule. 
2. Pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 menyebabkan perbedaan pada 
solvency perusahaan namun tidak signifikan pada saat sebelum dan sesudah 
pemberlakuan yang diproksikan melalui ICR. Hal ini disebabkan oleh adanya 
perubahan yang signifikan pada beban bunga yang digunakan sebagai 
pengurang PKP. Kecenderungan perusahaan yang lebih memilih struktur 
modal dibandingkan dengan utang, secara tidak langsung akan membuat beban 
bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto juga akan 
mengalami penurunan. Di sisi lain, laba sebelum pajak dan bunga yang 
diperoleh oleh perusahaan juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, nilai 
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ICR perusahaan mengalami perubahan meskipun tidak signifikan antara 
sebelum dan sesudah diberlakukannya PMK nomor 169.  
3. Pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 tidak menyebabkan perbedaan pada 
tax saving perusahaan sebelum dan sesudah pemberlakuan yang diproksikan 
melalui ETR. Hal ini diakibatkan oleh struktur permodalan perusahaan yang 
cenderung didominasi oleh instrument modal sehingga beban bunga yang 
dibebankan sebagai pengurang PKP mengalami penurunan. Akan tetapi di sisi 
lain, laba sebelum pajak yang diperoleh oleh perusahaan juga menurun dari 
tahun ke tahun. Oleh karena itu, nilai ETR perusahaan tidak mengalami 
perubahan pada saat sebelum dan sesudah pemberlakuan PMK-169.  
4. Pemberlakuan PMK-169/PMK.010/2015 memberikan suatu dampak 
penurunan pada rerata DER beberapa jenis Klasifikasi Lapangan Usaha. Nilai 
rerata DER mengalami perbedaan yang signifikan di tahun 2015 dan 2016. 
Sedangkan di periode tahun 2014 dan 2015, tahun 2016 dan 2017 serta 2017 
dan 2018 tidak terjadi perbedaan. Hal tersebut menunjukkan PMK-169 telah 
secara efektif diberlakukan oleh beberapa jenis KLU.  
 
5.2. Keterbatasan  
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang dapat diperbaiki oleh 
peneliti selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Penelitian ini menggunakan salah satu variabel yang diproxykan melalui ETR 
sehingga bila perusahaan mengalami kerugian pada tahun yang termasuk 
dalam rentang waktu tahun penelitian, maka perusahaan tersebut tidak dapat 
dikategorikan sebagai sampel karena tidak sesuai dengan purposive sampling.  
2. Penelitian ini menggunakan objek penelitian seluruh sektor yang ada pada BEI, 
namun banyak perusahaan yang tereliminasi karena tidak sesuai dengan 
kriteria PMK-169. Perusahaan yang terdaftar di BEI didominasi oleh jenis 
usaha di bidang real estate, perbankan, pertambangan, infrastruktur, asuransi 
dan reasuransi, sehingga banyak dilakukan pengurangan sampel. Jumlah 
perusahaan yang digunakan dalam penelitian hanya sebanyak 51 perusahaan. 
58 
 
 
 
3. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pengujian Paired sample t-test, 
dimana pengujian ini masih dapat dikembangkan dengan pengujian yang lebih 
kompleks, misalnya MANOVA atau different in difference.  
4. Pengujian tambahan dalam penelitian ini hanya terdiri dari 14 KLU saja karena 
keterbatasan sampel. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin 
memberikan saran kepada beberapa pihak yang dapat dijabarkan sebagai berikut : 
1. Saran Akademis : 
a. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah jumlah 
sampel agar hasil riset yang dilakukan dapat mencerminkan keefektifan 
peraturan PMK-169/PMK.010/2015 dengan lebih akurat. Misalnya dengan 
menambahkan periode penelitian.  
b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan dengan pengujian yang lebih 
kompleks, misalnya MANOVA atau difference in difference. Misalnya 
dengan membedakan wajib pajak yang dikecualikan dan tidak 
dikecualikan. 
c. Peneliti selanjutnya dapat melakukan pengujian tambahan dengan 
menambahkan jumlah KLU sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih 
banyak dan menyeluruh.  
2. Saran Praktis : 
Bagi Direktorat Jenderal Pajak perlu dilakukan revisi terkait pemberlakuan 
PMK-169/PMK.010/2015 dengan memberikan alternatif peraturan ketika 
wajib pajak memiliki nilai DER di atas 4 : 1 namun masih dapat dikatakan 
wajar bila dibandingkan dengan wajib pajak sejenis atau wajib pajak yang 
sedang mengalami tahap pengembangan sehingga tidak ada wajib pajak yang 
merasa dirugikan atau memandang bahwa PMK-169 menyasar wajib pajak 
yang salah dan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.  
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